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Kepada Yth.

Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Perhihal

2

Permohonan pengujian materiil pasa1 7 dan pasall, Undang-Undang
Republiklndonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
ternadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Dengan hormat,

Kamiyang benanda tangan of bawah ini:
Nama : Aristides Verissimo de Sousa Mob

A1amat: Kampung Pabuaran Nomor 60 RT 004 RW 002 Desa Cibanten ,
KecamatanCiampea, KabupatenBogor, 6220 '
Arismota, ahooco. Id

: 082,12879094

Jakatar, 12 Desember 2019

Email '

Mobile

Selanjutnya disebut sebagai. .................

Dengan inI mengajukan permohonan pengujian materIil pasa1 7 dan pasa1 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agun
(Bukti PI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Bukti P2).

AsLl

Sebe!urn meIanjutkan kepada uraian mengenai permohonan serta alasan-
alasannya, Pemohon tenebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi
dan kedudukan Hukum Pemohon (legal standihg) sebagai berikut:

I. KEWENANGANMAHKAMAHKONSTITUSl

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi daiam memeriksa pengujian undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, 945 diatur dalam:

Pasa1 24C UUD 1945 betounyi:
"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengad^^ pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya belsifiat final untok mengt!11 undang-undang
ternadap Undang-undang Dasar; meinutus sengketa kewenangan
fernbaga negara yang kewenangannya diberikan o1eh Undang-undang

"..---.. Pemohon;



,

I

Dasai; memums pembubaran partai porn^ dan memums persel^^inari
tentang hasilPemi/u"

Pasa140 ayat(I) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2041
tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi yang be to unyi:

"Mahkamah Konstitusi belwenang mengadili pada tihgkat pertaina dan
terakhir yang putusannya bersii^^t final untuk. ' a. mengqji undang-undang
techadap Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945'"

Pasa1 18 UU Nomor 48 Tahun 2009
menjelaskan:

"Kekuasaan Kehakiman dilakukan o1eh sebuah Mahkamah Agung dan
Badan Peradi/an yang befada of bawahnya da/am 11hgkungan peradi/an
urnum, ingkungan peradilan againa, lingkungan peradi/an mittei;
fingkungan peradilan tata usaha Negara dan o1eh sebuah Mahkamah
Konstifusi".

Pasa1 29 ayat(I) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi bemyenang mengadili pada tingkat pertaina dan
terakhir yang putusannya herSII^?t final untok: a. mengt!17 undang-undang
techadap Undang-Undang DasarNegara Repub/Ik/ridonesia Tabun 7945'I

Pasa1 9 ayat(I) UU Nomor 15 Tahun 2019 tentsng Perubahan Atas UU
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang~
undangan betounyi:

"Daiam hal suatu Undang-Undang diduga beltentangan dengan
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
penguineinnya dilakukan o1eh Mahkamah Konstitusi'I

Bahwa beadasarkan uralan tersebut of atas, inaka Mahkamah Konstitusi
belwenang untuk memeriksa permohonan uji matermini.
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11. KEDUDUKANHUKUM PEMOHON

I. Bahwa Pasa1 51 ayat(I) UU MK, menentukan bahwa "Pemohon adalah
pihak yang hak dan atau kewenangan konstitu^bnalnya, telah d/IU Ikan
o1eh beflakunya undang-undang': yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk ke/Qinpok oreng yang
meinpunyaikepentingan sama),'

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan PIinsfy? Negara Kesatuan
Negara Republ^k Indonesia yang di^turda/am undang-undang;

c, badan hukum publik atau prtvat, ' atau

d. Iembaganegara,

Seianjutnya Penjelasan Pasa! 51 ayat (4) UU MK menyatakan, "Yang
dimaksud dengan 'hak konst^fusional" ada/ah hak-hak yang di^tur da/am
Undang-UndangDasarNegara Republ^k Indonesia Tabun 7945";

2. Bahwa seiak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 0061PUU-!11/2005
tangga1 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 0071PUU-1/1/2005 tangga1 31
Agustus 2005 hingga saat inI, telah menjadi pendirian Mahkamah
Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau
kewenangan Konstitusionai sebagaimana chinaksud daiam Pasa1 51 ayat
(1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusionai pemohon yang

diberikan o1eh UUD 1945;

b. hak dan/atau kewenangan konstitusiona! tersebut, dianggap telah
dirugikan o1eh ber!akunya Undang~Undang yang dimohonkan
pengulIan;

c. kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusionaltersebut harus
bersifat spesifik (khusus) dan aktua! atau setidak-tidaknya potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terradi;

d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian
dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan
pengu!Ian;

e. adanya kernungkinan bahwa dengan ofkabulkannya
permohonan inaka kerugian konstitusionalteisebut tidak akan atau
tidak lagiteo^, di.
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Dengan mein perhati!<an uralan bagian 11 angka I huruf a, b, c, dan d sena
an91<a 2 hutuf a, b, c, d, dan e, inaka Pemohon meinpunyai hak untuk
mengajukan permohonan pengujian materlit pasa1 7 dan pasal it
Undang~Undang Repub!Ik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor, 4 Tahun 1985 Tentan
Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut:

*

a. Pemohon adaiah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kartu tanda penduduk untuk warga negara Indonesia yang
dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipii Kabupaten
Bogor sebagaimana terlampir dalem lampiran I permohonan inI.
Dengan status pemohon sebagai warga negara republic Indonesia,
inaka beadasarkan Pasa1 28 Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun ,945 Pemohon berhak memberikan pendapat
secara lisan dan tulisan, khususnya terhadap hal-hal yang tidak
seialan dengan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
I945;

b. Reinohon pernah mengikuti penataran P4 Pola 28 Jam pada tahun
4 988;

c. Pemohon adalah warga negara Indonesia taat aturan sena
mein bayar palak sesuaidengan yang ditetapkan;

d. Pemohon belum pemah meinbuat hal-haiyang bertentangan dengan
hukum dan dan belum pernah dihukum penjara;

e. Pemohon selalu menggunakan hak memillh pada setiap pelaKsanaan
pemilihan Presiden dan Wakil, Gubernur dan Wakil, Bupati dan
Wakil, Kepala Desa, An990ta DPD Rl, Anggota DPR Rl, An990ta
DPRD PropinsiJawa Barat dan DPRD Kabupaten Bogor;

f. Pemohon aktif dalam kegiatan social masyarakat yaitu meIaiui
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Keuangan Daerah
(LPMKD) yang bergerak dalam memberikan pendampingan ternadap
Pemerintah Daerah dan DPRD Daerah;

g. Pemohon aktif datam kegiatan pelestarian lingkungan hidup yaitu
me!alui!embaga Ikatan Ahli Pengkaji Lingkungan Hidup Indonesia
(INKALINDO), dan

h. Pemohon sering diminta menjadiAh!i daiam memberikan keterangan
tentang masalah lingkungan hidup pada beberapa kasus
persidangan.

I

.

,
,

\

I

,

.,
.

-,

J
,

I

*

I

./

\

.,

*

,



\

.

111 . ALASAN-ALASANPERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Pemhon untuk menga'ukan
permohonan pengujian materlit pasa17 dan pasali, Undang~Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas Undan -
Undang Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ternada Undan -
Undang Dasar Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1945 adaiah sebagai berikut:

A, NORMAMATERllL

I, Pasa17 Undang"Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa :

Untok dapat diangkat inertiadi hakim agung, calon hakim agting
sebagaimana dimaksuddalamPasa16Bharusmemenuhisyarat:

a. hakim kaner:

I. warga negara Indonesia;
2, bertakwakepada Tuhan YangMahaEsa;
3. berjjazah magister of bidang hukum dengan dasar sadana

h, Jkum atau sadana lain yang meinpunyaikeahlian of bidang
hukum;

4. berusia sekurang-kurangnya 45 (empatpuluh Jima)tahun;
5. mainpu secara rohani danjasmani untuk menialankan tugas

dan kewi^jiban;

6. hemengalaman paling sedikit 20 {dua puluh) tahun menjadi
hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim
tinggi; dan

7. tidak peruah d!Iatuhisanksipemberhentian sementara akibat
mehkukan pelanggaran kode etik dan/ataupedomanperilaku
hakim.
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b. nonkarier:

f. mementihi syarat sebagaimana dimakst, d pada hurt, f a
angka I, angka 2, angka 4, dan angka 5;

2. berpengalaman datam profesi hukum dan/amu akademisi
hukumpalingsedikit20 (duapuluh)tahun;

3. herijazah doktor dan magister of bidang hukum dengan
dasar sadana htikum atau sadana lain yang meinpunyai
keahlian of bidanghukum; dan

4. tidak pernah djjatuhi pidana perilara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah meinperoleh kektiatan hukum terap
karena meIakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana perilara 5 (Iima) tahun atau Iebih.
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2. Pasalit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor14 Tahun
1985 Tentang MahkamahAgung menyatakan bahwa :

Ketua, Wakil Ketua, Ket, ,a Muda Mahkamah Agung, dan hakim
agung diberhentikan dengan hormatdarnabatannya oreh Presiden
atasusulMahkamahAgungkarena:

a. meninggaldunia;
b. telah berusia 70 (tofuhpuluh)tahun;
c. ataspermintaansendirisecara teltulis;

d. sakitjasmaniatau rohanisecara terus menerus seiama 3 (tiga)
hulan be, turut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan
dokter;atau

e, ternyata tidak cakap datam menialankan tugasnya.

Dart uraian Pasali, Undang-Undang Repub!ik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor
t4 Tahun 4985 Tentang Mahkamah Agung, dapat di!ihat bahwa masa
jabatan hakim agung tidak menggunakan system periodisasi.

Bila hakim agung terpilih pada saat beruinur 45 tahun sesuai ketentuan
Pasa1 4 huruf a angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang~Undang Nomor
14 Tahun $985 Tentang Mahkamah Agung dan mengakhiritugas pada
saat beruinur 70 tahun sebagaimana diatur dalam Pasa! 4 huruf b
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang"Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung, inaka yang bersangkutan akan menjabat
selama 25 tahun.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ,945SEBAGAI PENGUJl

I. Pasa! 7 dan pasalll Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang
Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentang dengan
Pasa1 27 ayat (1) Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"Segala warga negara hersamaan kedudukannya didamin hukum
dan pemerintahan dan wailb medui!lung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidakada kecualinya. "
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Pasalini menjelaskan bahwa :

, yang termasuk warga negara atau mereka tinggal di witayah
negara indonesia wajib menjunjung tinggi hukum serta
pemerintahan yang berlaku di wilayah negara indonesia.

, Adanya persamaan didalam hukum menjadikan setiap warga
negara Indonesia diperlakukan sama dan adjl aleh negara.

Hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan bagi setiap
warga negara Indonesia, tidak meinbeda-bedakan serta
mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di daiam hukum.
Prinsip persamaan warga negara di dalam hokum (equality
before of jaw) yaitu jaminan atas harkat dan martabat sebagi
inariusia.

.

,

,

Dengan adanya pembatasan terhadap kekuasan ekeskutiftermasuk
presiden dan wakil presiden yaitu Iima tahun setiap periode dan
inaksimal dua periode tanpa adanya pembatasan masa jabatan hakim
agung, inaka telah tenadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan
warga negara di datam hukum (equal^tybefore of law).

Jika bemegangan kepada prinsip persamaan warga negara di
dalam hukum (equality before of law) yaitu jaminan atas harkat
dan martabat sebagi inariusia, Seharusnya masa jabatan hakim
agung juga dibatasi yaitu satu periode beadurasilima tahun dan
inaksimal hakim agung hanya menjabat serama dua periode
(sepu;uh tahun).

Pasa1 7 dan pasalll Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentang dengan
Pasa1 280 ayat(I) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap oreng berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,
dan kepastian hukum yang adjl serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum. "

Apa yang tenuang daiam Pasa1 280 ayat I UUD 1945
mengamanatkan secara jelas dan tegas bahwa semua orang harus
diperlakukan sama of depan hukum dan berhak atas perlindungan
hukum yang sama tanpa diskriminasi, Sementara kepastian hukum
mengamanatkan bahwa pelaksanaan hukum harus sesuai dengan
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bunyi pasa!-pasalnya dan dilaksanakan secara konsisten dan
profesional.

Dengan tidak adanya pembatasan masa jabatan hakim agung,

sebagaimana inaka prtnsip kepastian hukum menjadi yang chatur
dalam Pasa1 280 ayat t UUD Tahun 1945 menjaditidak berfungsi
sebagaimana mestinya. Hukum yang ada tidak bersifat urnum
karena pada kasus initelah diabaikan.

Pasa1 7 dan pasalt* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang"Undang
Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentang dengan
Pasai 281 ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republi!< Indonesia
Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :

"Setiap oreng beinak bebas atas perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"

Pengeman diskriminasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
ada!ah sebagai berikut

diskrim;riasi/dis. kri. ini. na. si/ripembedaan perlakuan terhadap
sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, 9010ngan, suku,
ekonomi, againa, dan sebagainya);

, kelamin pembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama
inariusia beadasarkan perbedaan jenis kelamin;

* rasanggapan segolongan ras tertentu bahwa rasnya itulah
yang paling unggul dibandingkan dengan 9010ngan ras lain;
rasisme'

, rasialpembedaan sikap dan perlakuan terhadap kelompok
masyarakattertentu karena perbedaan warna kulit;

. SOSialpembedaan sikap dan perlakuan terhadap sesama
inariusia berdasarkan kedudukan SOSialnya;

Adapun pengertian kata diskriminasi menurut para ahli adalah
sebagai berikut :

. Menurut Fulthoni, at. al, diskriminasiadalah perlakuan yang
tidak adjl dan tidak seimbang yang dilakukan untuk
meinbedakan perorangan, atau kelompok, berdasarkan
sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau ambut~atribut
khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, againa,
atau keanggotaan kelas-kelas SOSial.
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o Menurut Theodorson & Theodorson (1979), diskriminasi
adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan
atau ke!ompok beadasarkan sesuatu, biasanya bersifat
kategorikal atau atribut khas seperti ras, suku, againa atau
keanggotaan kelas-kelas SOSial.

. Menurut Sears, Freedman, dan Peplau (1999), diskriminasi
ada!ah suatu perilaku yang menunjukkan penolakan
terhadap individu atau kelompok semata-mata karena
keanggotaan seseorang of daiam kelompok.

, Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diskriminasi
adalah perilaku dan tindakan yang di!akukan beadasarkan
perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat aleh alam atau
masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan
kernampuan inchvidu atau jasanya

Sedangkan pengertian kata diskriminatif menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia ada!ah sebagai berikut:
e diskriminatif/dis, kri. ini. na. tif/abersifat diskriminasi

(mein beda-bedakan)

Dengan adanya pembatasan masa jabatan eksekutif dan tidak
adanya pembatasan masa jabatan hakim agung sebagaimana
diatur daiam Pasa1 7 dan pasa1 11 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua
Atas Undang"Undang Nomor, 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung, inaka secara nyata telah tenadi diskriminasi hukum.

Sedangkan kriteria diskriminasi yang disampaikan o1eh para ahli
telah terpenuhi yaitu :

e Perlakuan tmak adjldan tidak seimbang;
, Adanyaperbedaankategorisasi.

Berdasarkan uraian pada bagian 1/1 angka I sampai dengan angka 3,
inaka pemohon meni!ai bahwa Pasai 7 dan pasai4t Undang-Undang
Republikindonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung bersifat diskriminatif karena tidak meinbatasi masa
jabatan hakim agung.
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5. Walaupun pemohon tidak mengaiami kerugian materiil dengan adanya
Pasa1 7 dan pasa! 11 Undang-Undang Repub!ik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tetapi secara
moral keberadaan 7 dan pasa! *I Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2009 Tentsng Perubahan KeduaAtas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung tidak
dapat diterima karena bertentangan dengan pasa! 27, pasa1 280 ayat
(1) dan pasa1 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945..

.

.

,

Prinsip Ex aequo at bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana
pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian
materitI dengan adanya Pasa1 7 dan pasal, 'I Undang-Undang
Republiklndonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentsng
Mahkamah Agung, maielis yang inulia punya kewenangan untuk
meinutuskan dengan pertimbangan khusus.

Berdasarkan pasa1 28 Undang-Undang Dasar Negara Repub!Ik
Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Kernerdekaan berserikat
dan berkumpul, menge!uarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebaganya ditetapkan dengan undang-undang", inaka pemohon
meinpunyai hak untuk mengajukan permohonan pengujian materiil
pasa1 7 dan pasal, , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang~Undang
Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, tetapi secara
moral keberadaan 7 dan pasa14i Undang~Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas Undang~
Undang Nomort4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung techadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip Ex aequo at bono dapat diterapkan pada kasus ini dimana
pemohon walaupun secara langsung tidak mengalami kerugian
materiii dengan adanya Pasa! 7 dan pasal, 'I Undang-Undang
Republiklndonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang"Undang Nomor *4 Tahun 1985 Tentang
Mahkamah Agung, maielis yang inulia punya kewenangan untuk
meinutuskan dengan perumbangan khusus yaitu bahwa
pemohon behindak untuk kepentingan yang Iebih Iuas dan bukan
hanya kepentingan prtbadi pemohon atau golongan tertentu (asas
netralitas dan nori partisan).
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7. Jika dianggap bahwa yang berhak mengajukan gugatan adalah pihak
yang merasa dirugikan, misalnya pihak ekeskutif(Presiden dan Wakil
Presiden, Gubemur dan Wakii Gubemur, Bupati! dan Wakil Bupati,
serta Wallkota dan Wakil Waiikota), inaka pada kasus inI prtnsip
tersebut bisa diabaikan karena ada beberapa hal yang menyebabkan
para pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pengujian
materlit yaitu :

,

,

*
,

a, Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak
eksekutif tidak menyadari bahwa telah tenadi perlakuan huKum
yang sifatnya diskrimanatif yaitu masa jabatan eksekutif adaiah
Iima tahun setiap perode dan dapat chiabat seiama dua periode
(sepuluh tahun);

b. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak
eksekutif tidak pedu!Idengan perlakuan yang sifatnya
diskriminatif tersebut;

c. Para pihak yang dirugikan secara langsung misalnya pihak
eksekutif tidak mengetahuitata cara pengajuan permohonan
pengujian materjitterhadap perlakuan yang sifatnya diskriminatif
tersebut;

Pemohon meinpunyai tanggungjawab moral untuk metakukan
pengujian materin karena Pasa! 7 dan pasa! 11 Undang-Undang
Republiklndonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 4985 Tentang
Mahkamah Agung, karena keberadaan pasa1 7 dan pasalll Undang~
Undang Republiklndonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung tidak seialan dengan pasa! 27, pasa1 280
ayat (1) dan pasa1 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 4945.
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Sesuai dengan materi yang pernah Pemohon tenma ketika
mengikuti penataran P4 pola 28 pada tahun ,988, inaka semua
undang-undang yang dihasilkan harus dijiwai dan dinputi oreh
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
*945 barus menjiwai dan meliputi seluruh Undang-Undang Yang
Dihasilkan. Jika ada produk undang-undang yang tidak diniwai
dan diliputi o1eh Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun ,945. , inaka produk undang-undang tersebut
harus dibatalkan. Secara skematis, pala tersebut dapat dilihat
pada gainbar berikut :
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UUD Tallun 1945

Herus Menjlwaldan Me11N. I SetopUUYang Dibuat

UU YangAda
arus Dun^I dan Dlllp, ,tlOleh UUD Tahun ,945

Caratsn:

Jika ada UU yang lidak sest, ai dengan Uuo Tahun 1945, mala UU
tersebi, than, s dlbatalkan

Gainbar ,.

Jika pelanggaran ini dibiarkan o1eh maielis yang mum dengan alasan
bahwa kedudukan hukum pemohon Vegal standing) Iemah/tidak
memenuhi syarat, pemohon khawatir bahwa ke depan Pemerintah
betsama DPR akan terus menghasilkan undang-undang yang tidak
dimwai dan diliputi o1eh Undang-undang Dasar Repub!ik Indonesia
Tahun 1945 dan tidak ada orang yang inau pedu!i karena terkendala
dengan syarat bahwa pemohon daiam pengujian materiil undang-
undang harus mengalami kerugian secara Iansung.

PCIa Hubungan Antara Undang Undang Dasar Tahun 1945 Dengan
Undang. Undang

Konsep kerugian secara langsung pemohon harusnya hanya
diberlakukan kepada pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil
presiden, pemilihan kepala daerah (Gubemur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Wallkota dan Wakil Walikota) dan anggota
Dewan PenNakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR Ray, Dewan
PenNakilan Daerah Republik Indonesia (DPD Rl) dan Dewan
Peru!akilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi, kabupaten dan kota,

Pemohon berharap bahwa direrimanya permhonan pengujian materiil
karena Pasa1 7 dan pasal, , Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtasUndang-
Undang Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung techadap



,

I

,

;

Undang"Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, inaka
perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut
a. Masa jabatan hakim agung adalah 11ma tahun dan dapat dipi!ih

kernbali untuk satu periode sehingga masa jabatan hakim agung
in aksimal adalah sepuluh tahun;

b, Untuk hakim agung telah bertugas Iebih dan sepuluh tahun, inaka
torhitung dikeluarkannya putusan jin harus bemeriti darijabatannya;

c. Untuk hakim agung telah beltugas Iebih dan lima tahun terapi
kurang dan sepuluh tahun, inaka masa tugas yang bersangkutan
akan berekhir kerika telah mencapai sepuluh tahun, dan

d. Untuk haKim agung yang bertugas kurang dan lima tahun, inaka
masa jabatannya ada!ah Iima tahun dan pada saat masa
jabatannya berekhir yang bersangkutan dapat mendaftarkan dirt
untuk mengikuti seieksi hakim agung

.
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.
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IV.

,

PETITUM

Beadasarkan uraian secara menyeluruh techadap Kewenangan Mahkamah
Konstitusi(I), Kedudukan Hukum Pemohon (11), sena Alasan - Alasan
Permohonan (111), sebagaimana telah diurakan secara rinci dan leias, Pemohon
meminta kepada Maielis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan
meinutus permohonan pengujian materiil pasa1 7 dan pasalll Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas
Undang-Undang Nomor44 Tahun ,985 Tentang Mahkamah Agung terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan amar
putusan permohonan pengujian undang~undang a quo sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan se!uruh permohonan pengujian undang-
undang yang diajukan o1eh Pemohon;

2. Menyatakan ketentuan pasa1 7 dan pasa14'I Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaAtas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
terhadap Undang~Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Memerintahkan pemuatan putusan jin dalam Benta Negara Repub!ik
Indonesia;

.
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Atau apabila Maielis Hakim Konstitusi meinpunyai pendapat lain atas erk
aquo inohon agar diberikan putusan yang seadil-adjlnya (Exaeq"o at bono).

Hormatkami

Anstides Verissimo de Sousa Mota
Pemohon
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